


KREATOR :
Sri Wahyuni, SE., M.Ec.Dev
JUDUL DAN PENANGGUNGJAWAB:

Pengantar Manajemen Aset BUMN / Sri Wahyuni, SE., M.Ec.Dev
PUBLIKASI: Sleman: Sopia Timur: 2024
IDENTIFIKASI: ISBN: 978-623-10-1242-5

SUBJEK: Manajemen
KLASIFIKASI: Manajemen
PERPUSTAKAAN ID: 1012

Pengantar Manajemen Aset
BUMN

Sri Wahyuni, SE., M.Ec.Dev
Desain Cover : Arnold
Tata Letak : Arnold
Dimensi: 14 x 21 cm; 96 him
ISBN : 978-623-10-1242-5

Cetakan 1:2024

Penerbit:
SOPIA TIMUR
Karangmojo, Wedomartani, Ngemplak,

Sleman, Yogyakarta

Anggota IKAPI
Di bawah naungan CV. Lebah Buku Group
No. 152/DIY/2022




Kata Pengantar

Dalam buku ini, berisikan tentang bagaimana cara mengelola
suatu aset BUMN disertai dengan peraturan yang melandasi
dari pelaksanaan pengelolaan aset tersebut. Untuk mengelola aset
maka diperlukan suatu manajemen aset agar nantinya aset tersebut
dapat optimal. Seperti kita ketahui bersama, pengelolaan aset Badan
Usaha Milik Negara yang optimal akan menambah pendapatan suatu
BUMN dan harapannya manfaat dari aset tersebut dapat berguna
bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk hal - hal yang dibahas dalam manajemen aset, khususnya
dalam buku iniadalah berisikan tentang : Manajemen Aset, Kerjasama
BUMN, Penghapusan Aset, Pemindahtanganan Aset. Masing- masing
bahasan tersebut dituangkan dalam bab yang berbeda sehingga
akan lebih detail didalamnya. Dalam buku ini dijelaskan tentang
pengelolan aset BUMN, harus jelas payung hukumnya dalam
pengelolaan aset agar nantinya tidak terdapat masalah hukum
dikemudian hari atau prosedur yang dilanggar.

Demikian buku ini disusun, agar dapat menjadi tambahan
wawasan atau ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.
Tentunya ada kekurangan atau kelemahan dari buku yang kami

susun, apabila ada masukan kami sangat mengharapkannya. Terima
Kasih.

Ttd

Penulis
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MANAJEMEN ASET

A. PENGERTIAN ASET

set adalah segenap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan
Ayang terdiri dari aset berwujud dan aset tak berwujud dalam
arti seluas-luasnya tetapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan,
alat produksi, alat penunjang produksi, kendaraan dan alat
angkut, mebeler dan alat kelontong, barang gudang, persediaan
hasil produksi, biaya eksplorasi yang ditangguhkan, serta piutang
perusahaan.

Setiap organisasi atau perusahaan, baik pemerintah, swasta,
sebuah rumah tangga, maupun individu tentu memiliki aset.
Pengertian aset yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah
“kekayaan” atau ada yang menyebut asset, atau real property.
Ketiga istilah ini memiliki arti sama serta telah umum diungkapkan
dan didengar oleh masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari.
Kata real property sering kali melekat dengan istilah lain, yaitu real
estate.

Menurut Siregar (2004: 175), aset adalah barang (thing)
atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi
(economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai
tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi,
atau individu (perorangan). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai
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